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RINGKASAN

Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, peran bank
sangatiah penting sehubungan dengan fungsi bank itu sendiri yaitu sebagai
penghimpun dana sekaligus menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk
kredit. Kebutuhan masyarakat terhadap bank diwujudkan dengan adanya
perjanjian kredit. Perjanjian kredit selalu diitkuti dengan perjanjian jaminan.
Pelaksanaan perjanjian kredit yang menyangkut jaminan kredit setelah
berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
sepanjang mengenai hak atas tanah dipergunakan lembaga Hak Tanggungan.

Permasalahan dirumuskan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit
bank dan bagaimana pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam
perjanjian kredit bank serta bagaimanakah kekuatan hukum grosse akta Hak
Tanggungan dalam perjanjian kredit bank jika terjadi kredit macet.

Tujuan penulisan untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan
perjanjian kredit bank dan untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan
pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit bank serta untuk
mengetahur kekuatan hukum grosse akta Hak Tanggungan dalam perjanjian
kredit bank jika terjadi kredit macet.

Metode penulisan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif
Sumber data yang digunakan adalah data sckunder. Pengumpuian data
dilakukan dengan cara studi literatur. Sedangkan analisa data yang digunakan
adalah metode analisa deskriptif kualitatif

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, sebelum memberikan kredit,
bank melakukan analisis-analisis terhadap calon nasabah  Analisa yang

dilakukan mengenai kepribadian, moral dan kejujuran serta kemampuan calon

Xit
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nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya, selanjutnya
analisis terhadap modal usaha yang dimiliki dan jaminan yang diberikan oleh
calon nasabah serta kondisi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi pada sektor usaha
calon nasabah dan kondisi ekonomi secara umum.

Pembebanan Hak Tanggungan didahului dengan janji pemberian Hak
Tanggungan dalam perjanjian kredit sebagai pelunasan hutang tertentu.
Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta Hak
Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), setelah itu dilakukan
pendafiaran oleh kantor Pertanahan dan diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan
untuk kreditur.

Sertifikat Hak Tanggungan berlaku sebagai grosse akta Hak Tanggungan
karena memuat jrah-irah dengan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”, Apabila terjadi kredit macet dalam perjanjian
kredit bank, maka pihak bank sebagai kreditur dan pemegang Hak Tanggungan
bisa melaksanakan eksekusi berdasarkan grosse akta.

Hendaknya dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, pthak bank benar-
benar melakuakan analisa yang mendalam terhadap jaminan vang diberikan
oleh calon nasabah. Dalam pembebanan Hak Tanggungan hendaknya Akta
Pemberian Hak Tanggungan disatukan dengan sertifikat Hak Tanggungan serta
perlu adanya undang-undang tentang kredit.

X1
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkun pembangunan ekonomi yang merupakan
bagian dalam pembangunan nasional, peran bank sebagai lembaga keuangan
sangatlah penting sehubungan dengan fungsi bank itu sendiri vaitu sebagai
penghimpun dana sekaligus menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk
kredit.

Kebutuhan masyarakat terhadap bank itu diwujudkan dengan adanya
perjanjian pinjam meminjam atau lebith dikenal dengan perjunjian kredit
Pemberian kredit dari pihak bank tersebut tidak saja bersifat produktif tetapi
juga bersifat konsumuf, yaitu pinjaman yang diberikan tidak  untuk
memperluas atau mengembangkan usaha tetapi pinjaman yang dipergunakan
untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.

Didalam praktck kredit yang disalurkan kepada masyarakat dituangkan
dalam suatu perjanjian pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan perjanjian
kredit, yang dibuat dalam suatu akta. [al ini adalah sangat beralasan
mengingat setiap pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan
konsekuensi yuridis yang dapat merugikan pihak kreditur. Dengan adanya akta
tersebut berfungst sebagai bukti adanya kesepakatan diantara kreditur dan
debitur.

Dalam ketentuan hukum perbankan teluh disyaratkan bahwa untuk
memberikan kredit, disamping memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis
perbankan, bank juga harus memperhatikan aspek pengamanan dari segi

hukum. Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat
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diantaranya adalah bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa suatu
perjanjian tertulis (Munir Fuady, 1996:7-8).

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan vang selalu dikuti
dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Keberadaan perjanjian
jammnan adalah sangat dibutuhkan mengingat resiko yang dikandung dalam
perjanjian kredit, sehingga dalam penyaluran kredit bank harus mempunyai
jaminan bagi kembalinya kredit tersebut.

Pelaksanaan perjanjian kredit yang menyangkut jaminan kredit dalam
praktek biasanya menggunakan lembaga jamman diantaranya hipotik, credit
verband, fiducia dan gadai. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan maka lembaga hipotik dan credit
verband diganti dengan lembaga Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janii,
kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum
tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-undangan yang
bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur yang lain.
Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi
preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku (Hasanuddin Rahman, 1998:195).

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta Hak
Tanggungan (Pasal 10 ayat (2) UUHT), namun pada tahap tersebut Hak
Tanggungan belum terbentuk. Hak Tanggungan baru terbentuk setelah
diterbitkannya sertfikat Hak Tanggungan olch kantor pertanahan. Sertifikat
Hok Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan
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Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan
cksekutorial yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap dan berlaku juga sebagai grosse akta Hak Tanggungan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis mencoba untuk membahas
kekuatan hukum grosse akta Hak Tanggungan ke dalam skripsi penulis
dengan judul "Kekuatan Hukum Grosse Akta Hak Tanggungan Dalam
Perjanjian Kredit Bank Jika Terjadi Kredit Macet”.

1.2 Ruang Lingkup

Mengingat masalah perjanjian kredit bank sangat luas, maka dalam
penulisan skripst ini dibatasi hanya pada persoalan tentang kekuatan hukum
grosse akta hak tanggungan dalam perjanpan kredit bank jika terjadi kredit

macetr.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan judul dan uraian diatas, maka penulis dalam membahas
skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut
|. bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit bank
2. bagaimanakah pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian
kredit bank.
3. bagaimanakah kekuatan hukum grosse akta Hak Tanggungan dalam
perjanjian kredit bank jika terjadi kredit macet
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1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran vang hendak dicapai dari suatu

penulisan. Demikian pula penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus.

4.1 Tujuan Umum

L

()

Tujuan umum dan penulisan skripst ini adalah

untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan vang telah
ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember,

untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa
studi,

untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnva dan
segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya agar dapat dijadikan

bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

.4.2 Tujuan Khusus

[

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah

. untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kredit bank,

untuk  mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pembebanan Hak

Tanggungan dalam perjanjian kredit bank:
- untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan hukum grosse akta Hak

Tanggungan dalam perjanjian kredit bank jika terjadi kredit macet.
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1.5 Metode Penulisan
Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari,
mendekati masalah dan mencapai sasaran. Adapun metode penulisan skripsi

ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi 11 1alah
pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan
masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek dan relevan untuk
digunakan sebagai dasar dalam pembahasan permasalahan (Soemitro,
[1990:10),

Metode ini dipergunakan untuk menganalisa dan mengkaji permasalahan
secara teoritis berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data
sekunder. Pengertian data sekunder ialah
| data tertulis yang didapat dari literatur-literatur, majalah serta peraturan
perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada,
2. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara
langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang

adn.
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Penyusun menggunakan sumber data sekunder karena berdasarkan
pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif yang mengkaji
berbagai peraturan perundang-undangan vang berlaku.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara studi
literatur. Studi lteratur yaitu pengumpulan data yang dilukukan melalui studi
kepustakaan maupun buku-buku umum, peraturan perndang-undangan atau
tulisan yang dapat dijadikan landasan berkenaan dengan penulisan skripsi ini
(soekanto, 1985:14)

Penyusun menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi
literatur karena penubs dalam mengakaji dan menganalisa permasalahan
dilakukan secara teoritis berdasarkan perawran perundang-undangan yang
berlaku.

L.5.4 Analisa Data

Dalam melakukan analisa terhadap data yang diperoleh, penulis memakai
analisis secara deskriptif kualitauf’  Analisis tersebut bertujuan untuk
memperoleh  gambaran singkat terhadap suatu permasalahan vang tdak
didasarkan terhadap angka-angka bilangan statistik melainkan berdasarkan
peraturan - perundang-undangan yang berlaku Proses selanjutnya adalah
menarik kesimpulan secara dedukuf, yaitu menyimpulkan dan hal-hal yang
bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1990 139)

Penyusun menggunakan metode berfikir deduktif agar diperoleh hasil

analisa data yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan diharapkan dapat
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diperoleh gambaran secara jelas mengenai pokok-pokok permasalahan yang
ada dalam skripsi i, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pelengkap

dalam penulisan skripsi ini
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BAB II
PERJANJIAN KREDIT BANK

2,1 Dasar Hukum
[. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
a. pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
|. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. suatu hal tertentu.

4. suatu sebab yang halal.

¢. pasal 1754

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pthak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
pasal | angka |1

Kredit adalah penyediaan ueng atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunast hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.
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. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

pasal | angka |

Mak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang sclanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu. yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terientu terhadap
kreditur-kreditur lain.

pasal 4 ayat (1)

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:
1. hak milik.

2. hak guna usaha.

3. hak guna bangunan.

pasal 4 ayat (2)

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak pakai
atas tanah negara yang menurut ketentuan vang berlaku wajib didaftar dan
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak
Tanggungan.

. pasal 10 ayat (1)

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di
dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang

yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang
tersebut.

pasal 10 avat (2)

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,
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f. pasal 13 ayat (1)
Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Pertanahan.
g. pasal 14 ayat (1)

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, kantor Pertanahan
menerbitkan  Sertifkat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

h. pasal 14 ayat (2)

Sertifkat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA™.

1. pasal 14 ayat (3)

Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyal kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai
pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

j. pasal 20 ayat (1)

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam scrtifikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2),

objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

putang pemegang Hak Tanggungan dengan hak menduhulu daripada

krediur-kreditur lainnya.

4. Herzien Inlandsch Reglement (HIR )
pasal 224

Surat grosse daripada akta hipotik dan surat hutang, vang dibuat secara
notaril dan diatasnya diberikan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yang sama dengan
suatu keputusan pengadilan.

PR .



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11

1.2 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah
'perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirnya terhadap satu orang lain atau lebih”,

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan” (1990:78).

Apabila antara dua orang atau lebih terjadi persesualan kehendak untuk
mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah antara mereka suatu persetujuan,
Terjadinya persesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan,

Menurut Subekti  mengemukakan bahwa "perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua
orang itu saling berjani untuk melaksanakan sesuatu hal” (1990:1).

Secara umum, untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak
didalamnya dan sedikit-dikimya terdapat satu kewajiban dan satu hak
Perjanjian yang dibuat dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula
berbentuk tertulis berupa suatu akta.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah
ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suaty perjanjian telah tertuang
dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya hal-hal sebagal berikut :

I dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak .
Adanya persetujuan kehendak berupa kesepakatan, seia sekata antara para
pihak mengenai pokok-pokok perjanjian vang dibuat itu, apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pthak yang lain.
Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

LT S
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1d

dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertidak dalam hukum:

Orang yang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum, pada

dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah

cakap menurut hukum.

3. mengenar suatu hal tertentu;
Merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi
dalam suatu perjanjian dan juga merupakan obyek perjanjian, Prestasi
tersebut harus sekurang-kurangnya dapat ditentukan, Pokok dari perjanjian
harus cukup jelas ditentukan jenisnya dan jumlahnya.

4. didasarkan pada satu klausula yang halal;
Isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai
oleh pihak-pihak, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan
norma dan kesusilaan (Subekti, 1985:15)

Seperti juga halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian, maka
perjanjian pun memiliki asas-asas yang digunakan sebagai pedoman dalam
membuat setiap perjanjian sepert -
| asas konsensualisme;

Menurut asas konsensualisme (pasal 1320 KUHPerdata), suatu perjanjian
lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara  kedua
belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek
perjan)ian.
2. asas kebebasan berkontrak;
Kebebasan berkontrak yang dimaksud disini adalah kebebasan yang seluas-
luasnya, yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan

e e
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mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada pasal 1338
ayat | KUHPerdata:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

3. asas kepribadian dalam suatu perjanjian:
Asas kepribadian ini diatur dalam pasal 1315 KUHPerdata yang
menerangkan, bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri
atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu Jjanji, melainkan untuk
dirinya sendiri. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-
kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta
ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu
atau dapat menuntut sesuatu.

4. asas itikad baik;
Asas itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 KUIPerdata Asas i
merupakan salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian, artinya
bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya
pelaksanaan itu harus mengindahkan norma-norma Kepatutan dan
kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi
(Hasanuddin Rahman, 1994:149-150).

Menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah,
yaitu memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa
persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut
undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik
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2.3 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” artinya percaya
(Belanda: vertrouwen, Inggris: trust or confidence). Didalam percakapan
sehari-hari masyarakat pedagang, baik besar. menengah maupun pedagang
kecil penggunaan istilah kredit sudah tidak asing lagi. Seseorang yang
bermaksud mencari pinjaman uang akan mengatakan bahwa ia akan mencari
kredit. Bagi masyarakat, kredit diartikan sebagai pinjaman uang_

Levy (dalam Manam Darus Badrulzaman) merumuskan hukum kredit
sebagai penyerahan sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas
oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu
untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu
dikemudian hari (1978:21).

Didalam istilah kredit terdapat dua pengertian yaitu scbab dan akibat,
Yang merupakan sebab ialah bahwa penernima kredit dianggap mampu untuk
mengembalikan pinjamannya dibelakang hari dan akibatnya 1alah si penerima
kredit itu dipercaya.

Ajaran Levy sudah menunjukkan pengkhususan arti hukum kredit yakni
perjanjian pinjam uang. Kreditur percaya meminjamkan uang kepada debitur
oleh karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan
pinjamannya itu di kemudian hari, Ukuran yang dipergunakan Levy untuk
kepercayaan itu adalah kemampuan ekonomi si debitur.

Pasal |1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan memberikan pengertian kredit -

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga™
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Bahwa debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman dikemudian
hari. Pernyataan ini bila dianalogikan secara luas terkandung maksud bahwa
debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi perikatan.

Kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman menunjukan bahwa
kredit hanya dapat diberikan kepada mereka vyang dipercaya mampu
mengembalikan kredit itu dikemudian hari. Pemenuhan kewajiban
mengembalikan pinjaman sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi
suatu perikatan. Pasal 8 ayat | Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
menyatakan :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan™.

2.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak memberikan definisi
tentang perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi
Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank. Dinstruksikan bahwa
dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan
akad perjanjian kredit. Instruksi demikian dimuat dalam instruksi presidium
kabinet Nomor 15/EKA/10/1966 jo Surat Edaran Bank Megara Indonesia unit
| Nomor 2/539/UPK/PEMB/1966 dan Surat Fdaran Bank Indonesia Nomor
2/643/UPK/PEMB/1966  Tentang  Pedoman  Kebijaksanaan Dibidang
Perkreditan.

Marhanis Abdul Hay (dalam Mariam Darus Badrulzaman) menvyatakan:
Perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XII
Buku Il KUH Perdata pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian

P e
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pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pthak-pthak kesatu
memberikan kepada pihak lain suatu Jumlah tertentu barang-barang yang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan sejumiah yang sama dan macam keadaan yang sama pula
(1978:25).

Menurut Feltz (dalam Mariam Darus Badrulzaman) perjanjian pinjam
mengganti adalah suatu perjanjian riil. Perjanjian ini baru terjadi setelah ada
penyerahan (overgave). Selama benda (uang) yang dipinjamkan belum
diserahkan maka Bab XIII KUH Perdata belum dapat diterapkan (1978:24).

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perian)ian
pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam
mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru perjanjian untuk mengadakan
perjanjian  pinjam mengganti. Apabila uang diserahkan kepada pihak
peminjam, lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam undang-undang
menurut Bab X111 Buku 1 KUH Perdata.

Marnam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit
adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan
ni merupakan hasil permufakatan antara pembert dengan penerima pinjaman
mengenal hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat
konsensuil obligatoir. Penyerahan uangnya sendin adalah bersifat ril Pada
saal penyerahan dilakukan, barulah berfaku ketentuan yang dituangkan dalam
perjanjian kredit pada kedua belah pihak (1978:28).

Bentuk dan materi perjanjian kredit dalam praktek antara satu bank
dengan bank lainnya tidaklah sama, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-
masing. Perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk yang tertentu, hanva saja
dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian
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kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam
perjanjian (ini terutamanya dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau
dikenal dengan loan agreement), jumlah dan batas waktu pinjaman serta
pembayaran kembali pinjaman (repayment), juga mengenal apakah si
peminjam berhak memberikan dana pinjaman lebih cepat dan ketentuan yang
ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar
bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku
untuk perjanjian itu.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh
pihak bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena
perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam pemberian,
pengelolaannya maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi antara lain -

l. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian
kredit merupakan suatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian
lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;

2. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenal batasan-batasan hak
dan kewajiban antara kreditur dan debitur:

3. perjanjian kredit berfungsi untuk melakukan monitoring  kredit
(Muhammad Djumhana, 1993:228).

2.4.1 Jenis-jenis Perjanjian Kredit
Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit
yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu
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[. perjanjian kredit dibawah tangan

Akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit
oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan
debitur) tanpa notaris, bahkan biasanya dalam penandatanganan akta perjanjian
kredit tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda
tangan. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat
pembuktian dalam perkara perdata.

2. perjanjian kredit notaril (otentik)

Akta perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit
oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris,
lerkecuali wewenang tersebut diserahkan kepada pejabat iain. Notaris disini
berperan sebagai salah unsur filterisasi dari aspek legal pelepasan kredit
(Hasanuddin Rahman, 1998:141-143)

2.4.2 Isi Perjanjinn Kredit
Pada prakteknya, bentuk dan is: perjanjian kredit yang adza saat ini masih

berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, Namun demikian pada
dasarnya prototype suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 syaral minimal
yaitu |

[, jumlah hutang;

. besamya bunga,

. waktu pelunasan;

2
3
4. cara-cara pembayaran;
5. klausula opeisbaarheid;
6

. barang jaminan

e S
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Menurut Hasanuddin Rahman apahila keenam syarat tersebut

dikembangkan lebih lanjut, maka isi dari perjanjian kredit dalam pasal-pasal
tersebut adalah sebagai berikut -

1.

b

jumlah maksimum kredit (plafond) yang diberikan oleh bank kepada
debiturnya;

cara/media penarikan kredit yang diberikan tersebut, yang mana penarikan
dana tersebut dilakukan di kantor bank yang bersangkutan dan pembayaran
yang dilakukan pada hari dan jam kantor di buka:

. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo, ada dua cara

pembayaran yang lazim digunakan, yaitu: (1) diangsur atau (2) secara
sekaligus lunas;

mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank. Dari mutasi keuangan
dan pembukuan bank ini, dapatlah diketahui berapa besar jumlah yang
terhutang oleh debitur;

pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda (bila ada)kecuali
pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus
dibayar di muka oleh debitur. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitur
bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga;

klausula opersbarheid, vyaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai
hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan haknya debitur untuk
mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitur untuk
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan
hutang, sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus

lunas;
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7. jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang
menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajax dan
asuransi atas barang jaminan tersebut;

8. syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak untuk
pengawasan/pembinaan kredit oleh bank:

9. biaya akta dan biaya penagihan hutang yang Juga harus dibayar oleh debitur
(1998:148-150).

2.4.3 Berakhirnya Perjanjian Kredit

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian
pada umumnya, maka hapus atau berakhimya perjanjian kredit dapat
diperlakukan pasal 1381 KUH Perdata yaitu:

“Perikatan-perikatan hapus:

karena pembayaran;

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan;

karena pembaharuan hutang

karena perjumpaan hutang atau kompensasi;

karena percampuran hutang;

karena pembebasan hutangnya;

karena musnahnya barang yang terhutang;

karena kebatalan atau pembatalan,

karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku

ini,

karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suaty bab tersend it

Dalam praktek hapus atau berakhimya perjanjian kredit bank, lebih
banyak disebabkan oleh
4. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik
pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran [unas ini, baik karena jatuh
tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara
seketika dan sekaligus (opeibaarheid clause).
b. Subrogasi
Subrogasi oleh pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai penggantian
hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si
berpiutang itu. Dani uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi
apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan
pembayaran.
¢. Novasi
Yang dimaksud dengan pembaharuan hutang atau novasi disini adalah
dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti
perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus atay
berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.
Menurut J. Satrio macam-macam novasi yaitu:
[. novasi objektif
pada novasi objektif dilakukan penggantian atas objek perikatan. Objek
perikatan meliputi, objek prestasi daripada perikatan yang bersangkutan.
2. novasi subjektif
pada novasi subjektif, objek perikatannya tetap yang berubah adalah subjek
perikatannya, bisa subjek kreditur, bisa subjek debitur. Novasi subjektif ada
2 macam yaitu;
1. novasi subjektif aktif
disini yang diganti adalah kreditumnya.
2. novasi subjektif pasif
disini yang diganti adalah debiturnya (1996:23-45 ).
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d. Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh pasal 1425 KUH
Perdata, adalah suatu keadaan dimana dua orang atau pihak saling berhutang
satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan
hutang piutang tersebut sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus
(Hasanuddin Rahman,1998:156-158).

2.5 Pengertian Jaminan

Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai
dalam pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasan pasal 8 undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan
apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan
diatas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah
hutang. Biasanya dalam perjanjian kredit, pihak kreditur meminta kepada
debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk
kepentingan pelunasan hutang apabila setelah Jangka waktu yang diperjanjikan
ternyata debitur tidak melunasi.

Sesual dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur,
Karena perjanjian  hutang piutang  bukan perjanjian jual beli yang
mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang Barang jaminan
dipergunakan untuk melunasi hutang, dengan cara barang jaminan dijual
lelang, hasilnya untuk melunasi hutang dan apabila masih ada sisanya
dikembalikan kepada debitur

Gatot Supramono menyatakan bahwa “aminan adalah swatu perikatan
antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah
hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang
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berlaku, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan terjadi kemacetan
pembayaran hutang debitur (1996:75).

Menurut Hasanuddin Raman: “jaminan adalah tanggungan yang
diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak
kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi
kewajibannya dalam suatu perikatan (1998:162).

Dari pengertian tersebut lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa, jaminan
yang diberikan kepada kreditur tersebut, berupa hak kebendaan maupun hak
perorangan. Hak kebendaan adalah berupa benda berwujud dan benda tak
berwujud, benda bergerak maupun benda tak bergerak. Sedangkan hak
perorangan tidak lain adalah penanggungan hutang Penanggungan hutang
adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala
orang ini sendiri tidak memenuhinya (pasal 1820 KUH Perdata).

Jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut dapat diberikan oleh
debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga yang disebut juga penjamin atau
penanggung. Jaminan perorangan atau penanggungan hutang selalu diberikan
pihak ketiga kepada kreditur. Penanggungan mana diberikan baik dengan
sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan debitur yang bersangkutan.

Jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut, untuk keamanan dan
kepentingan kreditur haruslah diadakan dengan suatu perikatan khusus,
perikatan mana bersifat acesoir dari perjanjian kredit atau pengakuan hutang
yang diadakan antara debitur dengan kreditur.

Mengenai pentingnya suatu jaminan oleh kreditur atas suatu pemberian
kredit, tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang
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mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit
tersebut.

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil
resiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu
penyaluran kredit harus dengan jaminan kredit, sebab jenis usahs dan peluang
bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek
usaha itu sendir. Hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa jaminan maka
memiliki resiko yang sangat besar, jika investasi vang dibiayai mengalami
kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal itu terjadi
maka pihak bank akan dirugikan, sebab dana yang disalurkan memiliki

peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah (Hasanuddin Rahman,
1998:163).

2.6 Kekuatan Hukum Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996 dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 dan diberlakukan mulai
tanggal pengundangan tersebut.

Dengan terbentuknya Undang-undang Hak Tanggungan, maka ketentuan
hipotik dan credietverband menjadi tidak berlaku lagi sebagai jaminan hutang,
Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 UUHT. Karena itu sejak tanggal 9 April
1996 pengikatan tanah sebagai jaminan hutang berlaku ketentuan Hak
Tanggungan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996,

Pasal 1 angka | Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan memberikan pengertian hak tanggungan *
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“Hak tanggungan atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalahk hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain™.

Dan pengertian di atas, tampak bahwa obyek hak tanggungan berupa hak
atas tanah seperti diatur dalam UUPA. Dari pasal 51 UUPA dapat diketahui
obyek hak tanggungan terbatas kepada tanah-tanah hak milik (pasal 25), hak
guna usaha (pasal 33) dan hak guna bangunan (pasal 39).

Pasal 4 UUHT menyatakan bahwa hak atas tanah vang dapat dibebani
hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan,

Selain ketiga hak atas tanah diatas, obyek hak tanggungan dalam UUHT
dapat berupa hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan wajib
didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Dalam UUPA tanah
hak pakai tidak termasuk sebagai obyek hak tanggungan, karena pada waktu
UUPA dilahirkan tanah hak pakai tidak termasuk hak-hak atas tanah yang
wajib didaftarkan, Tanpa kewajiban mendaftarkan tanah ke kantor pertanahan
tersebut, tidak mungkin hak tanggungan dapat dicatat dalam buku tanah dan

sertifikatnya, sehingga tidak memenuhi asas publisitas (Gatot Supramono,
1996:113).

Obyek pokok Hak Tanggungan adalah hak atas tanah, Hak Tanggungan
Juga dapat dibebankan kepada barang-barang yang ada di atas tanah tersebut
yang sifatnya menyatu dengan tanah. barang-barang yang dimaksud adalah
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bangunan, tanaman dan hasil karya seperti patung, candi gapura, relief dan
sebagainya yang merupakan satu kesatuan dengan tansh yang bersangkutan.
Begitu pula jika ada bangunan dipermukasn tanah seperti basement, dapat
dibebani hak tanggungan (Gatot Supramono, 1996:114).

Apabila barang-barang tersebut ikut dijadikan obyek hak tanggungan
dengan tanahnya, maka harus disebutkan dengan tegas dalam akta pemberian
hak tanggungan, bahwa yang dibebani hak tanggungan tanah beserta barang-
barang di atas/bawah permukaan tanah dengan dijelaskan bentuk barangnya,

Pada prisipnya jumiah tanah yang dibebani hak tanggungan tidak
lerpengaruh oleh akibat pembayaran angsuran. Begitu pula sebaliknya,
menurunnya sisa hutang tidak mempengaruhi tansh yang dibebani hak
tanggungan. Meskipun hutang debitur menjadi kecil, hak tanggungan tetap
membebani besarnya tanah semula,

Hal tersebut seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat | Urdang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu :

“Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuaii jika
diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan sebagaimana
dimaksud pada ayat 27,

Menurut Gatot Supramono, Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri
seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, yaitu :

I. Hak Tanggungan memberi kedudukan yang diutamakan atau mendahulu
kepada pemegangnya,
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Ciri ini tidak berbeda dengan hipotik /credietverband, karena tanah vang
dibebani hak tanggungan memberikan kepada pemegangnya (kreditur)
kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur lain yang bukan pemegang
hak tanggungan Dengan kedudukannya itu, kreditur pemegang hak
tanggungan mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran pelunasan
hutang debitur dari hasil pelelangan obyek hak tanggungan dan setelah itu
sisanya baru diperuntukkan kreditur lainnya .

2. Hak Tanggungan selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan
siapa pun obyek berada.

Ciri int menunjukkan bahwa hak langgungan mempunyai sifat zakelijk
recht. Dengan hak tanggungan pemegangnya dapat dipertahankan hak
tersebut terhadap tanah vang telah dibebaninya. Walaupun tanah yang
dibebani hak tanggungan dipindahtangankan oleh pemiliknya kepada
orang lain, pemindahan hak milik tanah tidak menghapuskan hak
tanggungan. Tanah tersebut tetap terbebani hak tanggungan. Pemegang
hak tanggungan tetap dapat menuntut haknya untuk melelang obyek hak
tanggungan yang telah dimiliki orang lain apabila debitur wanprestasi.

3. Hak Tanggungan memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat
mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.

Asas spesialitas yaitu tanah yang menjadi obyek hak tanggungan adalah
khusus dipergunakan untuk kepentingan pelunasan hutang debitur apabila
tidak memenuhi janjinya. Sedangkan asas publisitas hak langgungan,
bahwa dalam proses pembebanan hak tanggungan dengan mendaftarkan ke
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kantor pertanahan, karena dengan pendafiaran itu baru melahirkan hak
tanggungan.

4. Hak Tanggungan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dikatakan mudah, karena dalam
UUHT memberi kemungkinan eksekusinya dapat dilakukan di bawah
tangan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan :

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tariggungan, penjualan
obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan
demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan
semua pihak™ (1996:116-118).
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4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas serta dilandasi oleh hasil analisa data

dalam kerangka pemikiran yang mendasar daiam tulisan ini, maka dapat ditarik

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, pthak bank selalu
memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan intern bank dan keadaan
calon nasabah. Sebelum memberikan kredit, bank melakukan analisis-
analisis terhadap calon nasabah. Analisa yang dilakukan mengenai
kepribadian, moral dan kejujuran serta kemampuan calon nasabah dalam
mengembangkan dan mengendalikan usahanya, selanjutnya analisis
terhadap modal usaha yang dimiliki dan jaminan vang diberikan oleh calon
nasabah serta kondisi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi pada sektor usaha
calon nasabah dan kondisi ekonomi secara umum. Setelah proses
penganalisaan selesai maka bank memberikan surat pemberitahuan
persetujuan kredit dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit serta
pengikatan jaminan, kemudian dilakukan pencairan atau realisasi kredit

. Pembebanan hak tanggungan didahului dengan janji pemberian Hak

Tanggungan dalam perjanjian kredit sebagai pelunasan hutang tertentu.
Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta Hak
Tanggungan sebagai bukti adanya pemberian Hak Tanggungan oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), setelah itu dilakukan pendaftaran
pada kantor Pertanahan Dalam pemberian Hak Tanggungan, pemberi Hak
Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Jika tidak dapat hadir sendiri, ia
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wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan surat kuasa
membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta otentik.

3. Grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial yvang sama dengan suatu
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sertifikat Hak Tanggungan berlaku sebagai grosse akta Hak Tanggungan
karena memuat irah-irah dengan kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila terjadi kredit macet dalam perjanjian
kredit bank, maka pihak bank sebagai kreditur dan pemegang hak
tanggungan dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan grosse akta melalui
pengadilan negeri setempat bagi bank swasta dan BUPLN/PUPN/KP2LN
bagi bank milik pemerintah dengan cara jual lelang melalui kantor lelang
negars.

4.2 Saran

[. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, pihak bank harus benar-benar
melakukan analisa terhadap jaminan yang diberikan oleh calon nasabah,
analisa dilakukan secara subyektif dan obyektif, agar jika terjadi kredit
macet pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan bisa berjalan lancar,

2. Dalam pembebanan Hak Tanggungan hendaknya Akta Pemberian Hak
Tanggungan disatukan dengan sertifikat Hak Tanggungan, karena yang
mempunyai kekuatan mengikat dalam Hak Tanggungan adalah Akta
Pemberian Hak Tanggungan sehingga nantinya selain menjadi bukti adanya
pemberian Hak Tanggungan juga mempunyai kekuatan eksekutorial

3 Perlu segera dibentuk undang-undang tentang kredit, karena selama ini

belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kredit.
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LAMPIRAN I

Bank Negara Indonesia 1946
Model P.K. - 1

PERJANJIAN KREDIT
NOMOR:

. Yang bertanda tangan dibawah ini:
A Pemimpin Bank N egara I_ndnn

............................
gy

Kﬂntﬂr Cabang
dalam hal ini berhndak dalam Jabatalmya tersebut dsu

demikian untuk dan atas nama Bank Negara Indone
'be:kedudukan di Jakarta dengan alamat J alan Lad
,.g]anjui:nya chsebut

selamiutuys Gisehut e e it
N R A R R DL i s i
dengan ini kedua belah pihak telah sepakat mengs
perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan sebagaib

fentuan-Ketentuan petunjuk (Pasa] 1)

Maksimum kredit Rp ............... Y e A R
Tujuan kredit untuk membmyal
BSBREDY . cenissvins e Sub Sektur .....................
b. Jenis barang (komoditi .. TR
Sl e o T A L SRS e S Lot G
Jangka waktu kredit se]ambamya-lambatnya samp
g N T R e
Jadwal waktu dan jumlah-jumlah angsuran kredit .......
Bea Materai Kredit ..... %, Sl )dari maksimum kre
Provisi ....... %o Liainaiammiitg, )dari maksimum krec
Bunga ............. ;L rhery =t oL SR N B S )sebulan.
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luan atau kepentingan kredit lain yang diberikan se-
belumnya oleh.............. Bank kepada penerima Kredit
| DIREBBR <oioiiosiiiashimmmmsssmmsmrosesnomseessodimiatosasssantrel g

#Iﬁﬂmﬁkseﬁnggi-ﬁ.ngginya SRRl S (S or )

fempat. kedudulcan hukam yang tetap. dan fdak bervivii

jlah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri: .......................
; perjanjian ini ditandatangani di '.'.Z'.Z'.ZZZIZIZl.fﬁlﬁ..iﬁf.'...'.'I.'....'.'.'_pailcia
ﬂﬂgga'l e ahb s b LAl SR T AT N LTI T
1wiﬂlum Kredit (Pasal 2); __
. Bank memberikan kredit kepada Penerima Kredit dan se-
" paliknya Penerima Kredit menerima kredit dari Bank sebe-
sar yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal 1 perjanjian ini
yang merupakan maksimum kredit bagi Penerima Kredit
jumlah tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah bateg. o
tertinggi yang boleh dipergunakan oleh Penerima Kredit
menurut syarat izin tarik yang ditentukan dalam pasal 22 jo
ayat (15) Pasal 1 perjanjian ini, tidak termasuk bunga dan
| biaya-biaya lainnya yang menjadi beban Penerima Kredit
'~ pamun den_gan tidak mengurangi hak Bank untuk menen-

juan Kredit (Pasal 3). _
zk memberikan kredit kepada Penerima Kredit semata-mata
fuk tujuan yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal 1 perjanjian

Kredit ini diberikan untuk jangka waktu paling lama sampai
gengan.tanggal yang ditentukan dalam ayat (3) Pasal 1 per-
janjian ini.

Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan
kredit untuk Peneriman Kredit hanya berhak memperguna-
kan kredit yang diperolehnya paling lama sampai dengan
tanggal dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Penerima Kredit wajib telah melunasi seluruh kreditnya ter-
masuk kelebihan tarik (overdraft) yang melampaui maksi-
mum kredit tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Perjanjian ini dan
ermasuk bunga, denda kelebihan tarik, bunga tunggakan
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9. Dend kelebilidn‘tarif (overdraf) 21123 1) % 1

sebulan. N
10. Bunga Tunggakan ........ L e R Jsehllha:“ :
11. Tempat penarikan dan penyetoran kredit melaly; atay

et P s e Bank Negara Indonesia 1945 prS

B0 T T T IR S S

12. a. Pemasangan hipotik dan atau creditverband oleh Peq i3
Kredit adalah untuk nilai minimal seb esarRp, ¥
O s i P VR S rupiah). ™~
b. Barang-barang yang diserahkan oleh Penerima s
pada Bank untuk jaminan dengan pemasangan hina
atau credietverband adalah ...........ccererunn..,.. :

Kecamatan ........ccerveessensresornes Desa..............,. %8
T T Ty e S 2, Surat Ukur No. ...,... . 5y
tangeal .., I3 i U P Sertifikat

Pendaftaran Tanah di .........cccounvvvvenrnrnrrnnn,... i
Iy [ YRR A T - R SR demid
berikut bangunan yang ‘sekarang ada yang diba
dengan Surat Izin Bangunan No
T e e dan dikemudian har aky
dirikan diatas tanah itu dan segala sesuaty yang
diatas tanah itu dan pada bangunan tersebut yang §
nurut sifat, peruntukkannya atau uang menung
dang-Undang dapat dianggap sebagai hartal

13. Barang (2) yang diserahkan secara gadai oleh Pen
Kredit kepada Bank. - ‘
14. a. Jangka waktu asuransi barang (2) jaminan sek
TAREBYA BCIRINAS s secisrioress Loriaestibibosianlivecsciiile
b. Nilai penutupan asuransi barang (2) jaminan sek
laTrg:T ot oy A I (ol )darim
kredit dengan perincian: ............eoueunnn.,
- Jaminan pokok, yaitu jaminan yang berupa bara
rang yang berasal atau dibiayai dengan kredit inl
searsrsrons B (ossaisnonssnss) BRI RDuovsssorsnsnsoonsossises Gonng

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !

- Jaminan tambahan yaitu jaminan yang tidak b
barang-barang yang berasal atau dibiayai dcngag
dit inf ..., % Gosireina) AN BRIt o

------------------------------------------------------------------------
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9 sma Kredit diwajibkan membayar denda kelebihan tarik
Jo ana’ditentukan | ddlam’ Pasal 11 perjanjian ini,
slebihan tarik yang terjadi karena pembebanan bunga
5 biaya-biaya Bank lainnya harus diselesaikan oleh
Mﬂgma Kredit selambat-lambatnya pada akhir bulan
bebanannya atau terjadinya,
2 hal oleh Penerima Kredit suaty angsuran tidak di-
! an baik menurut jadwal waktu ataupun menurut
gmlah yang telah ditentukan dalam ayat (5) Pasal I perjanjian
g, maka atas tunggakan angsuran yang tidak diselesaikan
g, di samping dibebani bunga sebesar menurut ayat (8)
psal I juga dibebani bunga tunggakan sebesar menurut
aat (10) Pasal I perjanjian ini,

a Kelebihan Tarik (Pasal 11),

 penarikan yang melampaui maksimum kredit tersebut
g ayat (1) Pasal 2 perjanjian ini dan melampaui izin tarik
ebut pada Pasal 22 perjanjian ini. Penerima Kredit diwajib-
o membayar denda kelebihan tarik sebesar yang diten-
g dalam ayat (9) Pasal I perjanjian ini dari jumlah baki
gt yang melampaui maksimum kredit atay melampaui izin
& tersebut yang dihitung dari hari ke hari menurut urutan
grpal valuta bunga.

uinirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh Bank
agaimana dimaksud dalam Pasal 22 perjanjian ini dan atau
tdiselesaikan sesuai jadwal waktu sebagaimana yang diten-
pn dalam Pasal 6 jo ayat (5) Pasal 1 perjanjian ini Penerima
it di samping beban bunga menurut Pasa] 9 jo ayat (8)
l I perjanjian ini juga wajib membayar bunga tunggakan.
g besarnya adalah sebesar yang ditentukan dalam ayat (10)
@l 1 perjanjian ini dari baki debet,

tentuan-ketentuan untuk perhitungan bunga, denda
¢bihan tarik dan bunga tunggakan (Pasal 13),

K perhitungan bunga, denda kelebihan tarik dan bunga
ggaxan berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
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dan biaya-biaya lain yang dibelbankan oleh Bank kenad 3
nerima Kredit selambat-lambatnya sampai dengan
menurut ayat (1) pasal ini.

Bentuk Kredit (Pasal 5). ;
Kredit ini diberikan dalam bentuk yang ditentukan dal-
(4) pasal 1 perjanjian ini,

Jadwal waktu dan jumlah-jumlah angsuran kl'echt 3
(Pasal 6) ..r;
Kredit ini harus dilunasi oleh Penerima Kredit dengap ; Ang T
menurut jadwal waktu dan dengan Junﬂah-Junﬂah men ;
ditentukan dalam ayat (5) Pasal 1 perjanjian ini.

Bea Materai Kredit (Pasal 7). :

1. Penerima Kredit wajib membayar bea materai "'-“
surat Perjanjian Kredit ini sebesar yang ditentukaﬂ
ayat (6)Pasal 1 perjanjian ini yang dipungut sekajj
harus telah dilunasi oleh Penerima Kredit sekeﬁka ' ‘
selesai ditanda tanganinya perjanjian kredit ini ulgh
dan Penerima Kredit ..

2. Bea Meterai Kredit tidak d.tperkenankan dibayar n]eh
rima Kredit atas beban kredit ini namun dengay g8
mengurangi hak Bank untuk menentukan sebahkuya]:t

Proporsi (Pasal 9). : ""3

1. Untuk pemberian kredit ini Penerima Kredit wajib mem
bunga sebesar yang ditentukan dalam ayat (8) Pasau
janjian ini dari baki debet yang dihitung dari hari ke
menurut urutan tanggal valuta bunga.

2. Khusus untuk perhitungan bunga bulan pertama berlaky
perjanjian ini. Penerima Kredit wapb membayar bung
besar ayat (1) Pasal ini dikurangi besarnya proporsi ....
Pasal 8 perjanjian ini. gy

3. Pembayaran bunga harus dilunaskan selambatlam i
setiap akhir bulan kalender. A

Kelebihan Tarik (Overdraft) (Pasal 10). 4

1. Kelebihan tarik (overdraft), yaitu penggunaan yang
lampaui maksimum kredit atau melampaui izin
ditentukan dalam Pasal 22 juncto ayat (15)Pasal 1 pe al
ini, sekali-kali tidak diperkenankan,

2. Namun demikian dalam hal sampai terjadi kelebih_an
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‘# 1a kelebihan tarik dan bunga tunggakan vang harus di-
[;# oleh Pencrima Kredit, ditentukan berdasarkan keten-
¥ bahwa sisa yang kurang dari Rp 1,- dibulatkan keatas
| genjadi Rp 1 _ '
, denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan dibeban-
antara tanggal 26 sampai dengan akhir bulan dengan
aluta tanggal 26 tiap-tiap bulan kalender, terkecuali bulan
ber dibebankan pada tanggal 31 dengan tanggal valuta
pda tanggal 1 Januari tahun berikutnya,
\ns setiap baki debet yang terjadi karena pembebanan
|hﬁgﬂ= denda kelebihan tarik, bunga tunggakan dan biaya-
yaya Bank lainnya diperhitungkan pula bunga, denda
pdebihan tarik dan bunga tunggakan menurut ketentuan.
petentuan dalam perjanjian ini.
pesarnya tarip bunga, dengan kelebihan tarik dan bunga
sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian
g sewaktu-waktu dapat dirubah oleh Bank Indonesia atau
pemerintah dan Penerima Kredit terikat dan wajib menerima
F_mbahan tarip (2) tersebut,

-syarat sebagai Pemegang Rekening (Pasal 14).

pemberian kredit ini Bank membuka rekening koran
diri atas nama Penerima Kredit yang dinamakan rekening
t dan untuk rekening kredit tersebut Penerima Kredit

pada syarat-syarat umum pemegang rekening giro yang
pada Bank.

Bank atas Rekening Penerima Kredit (Pasal 15).
berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Penerima Kredit,
tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
pemberian kredit ini dan tanpa kuasa tersebut kredit ini
takan diberikan dan oleh karena sebab-sebab yang diten-
dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
sewaktu-waktu tanpa memberitahukan terlebih dahulu
Bank kepada Penerima Kredit, membebani rekening giro
iau rekening kredit Penerima Kredit, untuk bunga, denda
an tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya
yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang
dalam perjanjian ini yang menjadi beban Penerima

pat Penarikan dan Penyetoran Kredit (Pasal 16).
vkan dan penyetoran kredit ini hanya berlaku dan diper-
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1. Bunga dipungut menurut jumlah hari yang sebenarmy 3ot
angka dihitung berdasarkan perhitungan 1 tahun ﬂﬂalah vt
hari atau 1 bulan adalah 30 hari.

2. Bulan perhitungan bunga adalah dari tanggal 26 by,
belumnya sampai dengan tanggal 25 bulan berik %
kecuali untuk bulan Januari dan bulan Desember, yajt i
Januari : dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggy: "
Januari. Desember: dari tanggal 26 Nopember sampgu _. _
tanggal 31 Desember.

3. Tanggal valuta ditentukan atas dasar ketentuan sebagﬂ
rikut: Py

3.1. Penyetoran.
a. Penyetoran dengan uang tunai, wesel, cek dan
giro yang penyetorannya tidak mela]u.l cleanngx o
gal valutanya adalah pada hari penyetoran.
b. Penyetnran tanpa. werkat cleanng tanggal valu- %

dengan tegas climaksudkan sebagm angsuran g '
pelunasan kredit, tanggal valutanya adalah hari g
rimanya surat advis atau tanggal kawat Kiriman uzg
yvang bersangkutan,

d. Penyetoran dengan pemindah bukuan dan Kirimg
Uang yang dilakukan antara Kantor Cabang Bg
yang penyetoran atau pengirimannya dengan teg
dimaksudkan sebagai angsuran atau pelunasan'
dit, tanggal valutanya adalah tanggal nota peming
bukuan atau tanggal surat advis atau tanggal kaq
kiriman uang yang bersangkutan.

e. Penyetoran dengan Kiriman Uang yang dlkmmh
melalui Bank lain, tanggal valutanya adalah tangy
dibukukannya kiriman uang tersebut pada rekeni
‘kredit Penerima Kredit. M

. Penyetoran selain dengan cara-cara tersebut dis
tanggal valutanya adalah tanggal dibukukannya {
toran tersebut pada rekening kredit Penerima K

1
3

3.2. Penarikan.
Tanggal valutanya adalah pada hari penarikan,
4. Untuk menghitung atau menentukan besarnya jumlah bi
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Apntutan atau gugatan tersebut dan selanjutnya Penerima
* Kredit membebaskan dan mengambil alih segala tanggung
jawab dalam bentuk apapun juga yang dipertanggung
jawabkan atau dibebankan kepada Bank sebagai akibat
tuntutan atau gugatan tersebut.
|4 Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dan untuk
pemasangan hipotik dan atau credietverband dimaksud di
atas menjadi beban Penerima Kredit,

f
1fﬁnerﬁna Kredit dengan ini menyerahkan secara gadai
barang (2) miliknya yang perinciannya dimuat dalam ayat
(13) Pasal 1 perjanjian ini,
. Penyerahan secara gadai ini dilakukan dengan ketentuan-
+ ketentuan yang biasa untuk gadai terutama ketentuan
bahwa apabila Penerima Kredit tidak memenuhi kewaji-
bannya yang tercantum dalam perjanjian ini. Bank berhak
tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penerima
Kredit dan bila diperlukan juga diberi kuasa oleh Penerima
Kredit dengan hak substitusi, kuasa tersebut merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian kredit
ini dan tanpa kuasa tersebut kredit ini tidak akan diberikan
oleh karena itu kuasa tersebut tidak akan berakhir karena
sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, untuk menjual barang
(2) tersebut baik di bawah tangan maupun dimuka umum,
dengan syarat-syarat penjualan dan harga serta kepada
pembeli yang ditunjuk atau ditentukan sendiri oleh Bank
menerima pembayaran harga penjualan, memberikan
v tanda penerimaan uang dan sekaligus memperhitungkan
- hasil penjualannya untuk melunasi kredit berikut bunga,
dengan kelebihan tarik, bunga tunggakan dan segala biaya
lain yang dibebankan oleh Bank kepada Penerima Kredit.
. Bank menerangkan dengan ini menerima penyerahan
secara gadai tersebut dan dengan ini mengaku telah
menerima barang (2) tersebut yang diserahkan secara
/- gadai seperti dimaksud di atas dan Perjanjian Kredit ini
4 juga berlaku sebagai tanda penerimaan untuk barang (2)
81 tersebut.
{ Penerima Kredit menjamin bahwa barang (2) tersebut
#: adalah benar hak miliknya, bebas dari sitaan oleh pihak
manapun dan dalam bentuk apapun dan tidak dijaminkan
r 8ecara bagaimanapun kepada pihak lain dan Penerima

hl—
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hitungkan eleh Bank dengan perhitiungan mentirut tangp 4
yang ditentukan dalam Pasal 13 perjanjian ini Sel:’aﬂfang“
Penerima Kredit dilakukan melalui atau pada tempat a,)
ditentukan dalam ayat (II) Pasal 1 perjanjian ini. ig)

Jaminan Kredit (Pasal 17). | g
Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang b
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupypsLy
baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna’sey
nasan kredit ini termasuk bunga, denda kelebihan tarik piad
tunggakan dan segala biaya lain yang dibebankan oleh "Ry
kepada Penerima Kredit ﬁ}

Pengikatan Jaminan (Pasal 18). iy
Guna menambah jaminan atas pembayaran kembali kredif
termasuk bunga, denda kelebihan tarik, bunga tunggakag'a
segala biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada Pepesl
Kredit berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 4y

1. Hipotik dan credietverband. '??.
a. Guna menambah jaminan atas pembayaran keph.s
kredit, Penerima Kredit wajib memasang hipotik g
credietverband hingga sejumlah sebagaimana terge,
pada ayat (12) sub (@) Pasal 1 perjanjian ini, atas tanah (8
berikut bangunan (2) yang berada di atasnya yang terss

pada ayat (12) sub (b) Pasal 1 perjanjian ini, dan karenap
wajib menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ma
nanda-tangani segala akta dan segala surat yang diperiulg
untuk pemasangan hipotik atau credietverband te

b. Penerima Kredit wajib menyerahkan (semua) sertifk
tanah (2) tersebut di atas berserta dengan (segala) 2
surat berkenaan dengan bangunan (2) di atas tanah {
tersebut. T

¢. PenerimaKredit menjamin Bank bahwa tanah (2) tersey

di atas berikut bangunan (2) yang berada di atasnya be

dari sitaan oleh pihak manapun dan dalam bentul apan

dan tidak dijaminkan secara bagaimanapun kepada pil

lain dan Penerima Kredit menjamin bahwa Bank tidak ak
mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak
yang menyatakan mempunyai hak atas tanah (2) ters

dan atau bangunan (2) yang berada di atasnya baik sebi
pemilik atau sebagai pemegang jaminan dan. oleh car
itu Bank dibebaskan oleh Penerima Kredit dari 8



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

¥ . dahkan barang(2) tersebut ketempat lain;

penerima Kredit bertanggung jawab sepenuhnya atas
i parang (2) tersebut termasuk mengenai adanya, jumlahnya,
geadaannya dan nilainya, dan oleh karena itu wajib me-
pelihara dengan sebaik-baiknya, memperbaiki dan atau
mengganti dengan barang(2) yang sama jenis dan nilainya
jika barang(2) tersebut hilang berkurang jumlahnya,
perkurang nilainya, rusak atau tidak dapat dipergunakan
I;il'ap waktu Bank atau kuasanya atau pihak lain yang
dgitunjuk berhak dan dengan ini pula Penerima Kredit
menyetujui dan mengizinkan Bank atau kuasanya atau
pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk memasuki
tempat(2) di mana barang(2) tersebut disimpan guna
' memeriksa adanya dan keadaan barang(2) tersebut.
Apabila barang(2) tersebut menurut sifat dan tujuannya
adalah untuk diperdagangkan maka Penerima Kredit boleh
menjual barang(2) tersebut dengan kewajiban bagi
Penerima Kredit untuk melaporkan secara tertulis kepada
Bank tentang harga, jenis dan jumlah barang(2) yang
djual, selambat-lambatnya pada akhir bulan dan menye-
torkan hasil pendjualan tersebut kepada Bank.

Barang(2) lainnya tidak dapat dijual atau dipindah-
tangankan serta disewakan kepada Pihak Ketiga tanpa
persetujuan tertulis dari Bank.

 Bilamana kredit Penerima Kredit telah dapat ditagih dan
Penerima Kredit lalai' membayar kredit tersebut, Bank
berhak tanpa memberitahukan térlebih dahulu kepada
Penerima Kredit, tetapi bila diperlukan juga diberi kuasa
oleh Penerima Kredit dengan hak substitusi, kuasa ter-
sebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari pemberian kredit ini dan tanpa kuasa tersebut kredit
ini tidak akan diberikan dan oleh karena itu kuasa ter-
sebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang di-
tentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, untuk menjual baik di bawah tangan maupun
di muka umum dan Bank berhak untuk menentukan sendiri
harga dan syarat-syarat penjualan tersebut serta menen-
‘tukan atau menunjuk pembeli (2) barang(2) tersebut dan
menerima harga penjualannya, memberikan tanda De-
terimaan kepada pembeli(2) dan mempergunakan hasil
penjualannya tersebut untuk melunasi kredit Penerima
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Kredit menjamin bahwa ‘Bank/tidak \dkan mengdanay ju
tutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang meny;t S
mempunyai hak atas barang (2) tersebut baik Sehy A
pemilik atau sebagai pemegang jaminan dan ole}, .
itu Bank dibebaskan dan selanjutnya Penerim, _'-
membebaskan dan mengambil-alih segala tanggungia :
dalam bentuk apapun juga yang dipertanggunggambg._
atau dibebankan kepada Bank sebagai akibat tuntutay eps
gugatan tersebut. : :

&
]

. Fiduciaire Eigendomsoverdracht (fe.0.)
a. Penerima Kredit dengan ini menyerahkan kepada "
secara Fiduciaire Eigendomsoverdracht (f.e.o.) barang 0
miliknya sebagaimana yang tercantum dan tgrpeﬁ,d*
dalam daftar tersendiri yang telah dibubuhi metepaj go!
ditanda tangani oleh Penerima Kredit. R

b. Daftar barang tersebut merupakan bagian yang tidak gac:
dipisahkan dari Pernjanjian Kredit ini dan tiap kalj 2
terdapat perubahan mengenai jumlah dan jenis barangm
tersebut Penerima Kredit diwajibkan menyampaikan datty
perubahan barang(2) tersebut.

¢. Penerima Kredit menjamin bahwa barang(2) tersebyt
atas bebas dari sitaan oleh pihak manapun dan dﬂé
bentuk apapun dan tidak dijaminkan secara bagaimanami.
kepada pihak lain dan Penerima Kredit menjamin bah
Bank tidak akan dapat tuntutan atau gugatan apapun
pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang(
tersebut baik sebagai pemilik atau sebagai peme
jaminan dan oleh karena itu Bank dibebaskan oleh P
rima Kredit dari segala tuntutan atau gugatan ters
dan selanjutnya Penerima Kredit membebaskan
mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk ap
pun juga yang dipertanggung jawabkan atau dibebaniy
kepada Bank sebagai akibat tuntutan atau gugatan tea'sebu'

d. Bank meénerangkan dengan ini menerima penyerahy
secara f.e.0, tersebut.

e. Bank dan Penerima Kredit menyetujui bahwa penyerahx
secara f.e.o. ini dilakukan dan diterima dengan perjanjia
bahwa barang(2) tersebut terhitung sejak tanggal Pa
janjian Kredit ini tetap dijalankan dan dipegang old
Penerima Kredit dengan hak sebagai Peminjam Pak
(bruiklener). ' !

J. Bahwa berhak untuk sewaktu-waktu menguasai dan m
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%

" Pembayaran yang diterima oleh Bank sebagai pembayaran
dari tagihan(20) yang di-cedeer atau kemudian akan di-
cedeer setelah dikurangi dengan biaya(2) penagihannya
akan dimasukkan oleh Bank sebagai pelunasan kredit
dalam rekening kredit Penerima Kredit,

. Bank setiap waktu berhak dan dengan ini diberi kuasa
oleh Penerima Kredit, kuasa tersebut merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian kredit ini dan
tanpa kuasa tersebut kredit ini tidak akan diberikan dan
oleh karena itu pula tidak akan berakhir karena sebab-
sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata untuk juga atas nama Penerima
Kredit memberitahukan cessie ini secara tertulis kepada

. debitur(2) Penerima Kredit yang berkenaan atas biaya
Penerima Kredit. v

{ i. Penerima Kredit berjanji, walaupun cessie tersebut belum
diberitahukan kepada debitur atau para debitur, akan
mengusahakan supaya segala pembayaran dari tagihan (2)
tersebut dilakukan oleh mereka melalui Bank.

. Pembayaran yang diterima oleh Penerima Kredit dari
debitur yang berkenaan, mulai hari pembayaran cessie
yang dimaksud di atas, tidak lagi untuk dimiliki sendiri
tetapi semata-mata untuk diserahkan kepada Bank se-
lanjutnya guna diperhitungkan dengan jumlah kredit dari

~ Penerima Kredit yang dimaksud dalam perjanjian ini,

f Bank berhak dan dengan ini diberitahukan dengan hak

substitusi oleh Penerima Kredit, kuasa tersebut merupa-

kan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian
kredit ini dan tanpa kuasa tersebut kredit ini tidak akan
diberikan dan oleh karena itu pula tidak akan berakhir

karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk menagih

tagihan (2) yang di-cedeer atau kemudian di-cedeer seperti
' ud di atas menerima pembayaran dan untuk itu

memberikan tanda penerimaan yang syah, melakukan
segala sesuatu yang perlu berkenan dengan penagihan itu,
mengadakan perdamaian (dading) atau persetujuan lain
dengan debitur(2) Penerima Kredit yang berkenaan tanpa
persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahuly kepada

Penerima Kredit dan sebaliknya Penerima Kredit tidak

berhak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut

galgrg-:g;f ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
ari :
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Kredit dengan ketentuan bahwa jika hasil penjug],}
itu lebih makakelebihannya itu akan diserahkap yq 3
Penerima Kredit, sedangkan jika ada kekurap, %
maka kekurangann}ra itu tetap terhutang oleh Pen
Kredit dan harus dipenuhi oleh Penerima Kredit

1. Jika Bank hendak menjual barang(2) yang telah dlsﬁmhk.
oleh Penerima Kredit kepada Bank secara f.e.o. te
Penerima Kredit diwajibkan dan mengikat dipy
menyerahkan barang(2) tersebut kepada Bank selay
lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah g
oleh Bank. )

m. Bilamana Penerima Kredit lalai menyerahkan bargp,m
tersebut kepada Bank dalam waktu yang telah ditengy,!
dalam ayat (3) sub (1) pasal ini, kelalaian tersebut gy,
dibuktikan dengan lewatnya waktu sehingga tidak dine
kan lagi peringatan dengan surat jurisita atau suratg,
lain yang berkekuatan seperti itu maka Penerima Krad
diwajibkan dan mengikat diri untuk membayar dey
kepada Bank sebesar 1 permil dari sisa kredit yang mg,
harus dibayarkan oleh Penerima Kredit kepada Bank b
tiap-tiap hari kelambatan, denda tersebut merup;
hutang Penerima Kredit kepada Bank yang dapat ditag
dan harus dibayar seketika dan sekali lunas dan yang i
dimasukkan dalam baki debet Penerima Kredit.

n. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dan unt
f.e.o. tersebut di atas dan sehubungan dengan dan un
pemeliharaan dan penyimpanan barang(2) tersebut &
untuk pelaksanaan penjualannya tersebut di atas men]
beban Penerima Kredit.

4, Cessie

a. Penerima Kredit dengan ini, sekarang tetapi untuk
tinya, menyerahkan (mecedeer) sebagai jaminan
pada Bank dan dengan ini Bank menerangkan mene
penyerahan (cessie) dari Penerima Kredit yang setiapk
secara terperinci dan tegas akan diberitahukan o
Penerima Kredit kepada Bank dengan ketentuan bah
penyerahan (cessie) dari tagihan-tagihan tersebut
jadi pada waktu Penerima Kredit menyerahkan daftar
nama debitur Penerima Kredit kepada Bank disef
keterangan yang jelas tentang timbulnya tagihan
sebut, barang(2) yang dijual, harganya serta keteran;
keterangan lain yang dianggap perlu.
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£

& p baik untuk'mengamankan kepentingannya sehubungan
’Dgg‘ﬂl gan kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit.

si Barang(2) Jaminan (Pasal 19).

| Terhadap barang(2) yang diserahkan oleh Penerima Kredit
"kepada Bank sebagai jaminan kredit wajib diasuransikan
oleh Penerima Kredit dengan Banker’s Clause atau Bank

Negara Indonesia 1946’s Clause kepada Maskapai Asuransi

yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank terhadap resiko

kerugian yang ditentukan oleh Bank dengan ketentuan:

-Jangka waktu penutupan asuransi sekurang-kurangnya sela-
ma jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (14) sub (a)
Pasal 1 perjanjian ini,

-Nilai penutupan asuransi sekurang-kurangnya sebesar jum-
lah yang tersebut dalam ayat (14) sub (b) Pasal 1 perjanjian
ini,

-Premi penutupan asuransi menjadi beban Penerima Kredit.

 Bilamana Penerima Kredit belum menutup asuransi dimaksud
maka Bank memandang perlu, semata-mata berdasarkan
- pertimbangan Bank sendiri, berhak sewaktu-waktu tanpa
memberitahukan terlebih dahulu kepada Penerima Kredit dan
untuk itu diberi kuasa dengan hak substitusi, kuasa tersebut
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian
kredit ini, dan tanpa kuasa tersebut kredit inj tidak ‘akan
diberikan dan oleh karena itu kuasa tersebut tidak akan
berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal
1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk menutup
asuransi tersebut atas beban Penerima Kredit dengan syarat-
syarat dan ketentuan bahwa Bank berhak menentukan macam
resiko asuransi yang harus ditutup, menentukan nilai asuransi,
menentukan jangka waktu asuransi, menentukan syarat-
syarat asuransi lainnya dan menyetujui syarat-syarat asuransi
yang ditentukan oleh Maskapai Asuransi termasuk penentuan
mengenai besarnya premi asuransi yang harus dibayar oleh
Penerima Kredit dan menentukan bahwa asuransi ditutup
gengan Banker's Clause atau Bank N egara Indonesia’s
lause,

ansi Kredit (Pasal 20), ~
dipandang perlu oleh Bank, Bank dapat mempertanggung-
(mengasuransikan) kredit ini kepada Perusahaan Asuransi

tdit atas beban Penerima Kredit dengan syarat-syarat asuransi
ditentukan oleh Bank.
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g. Penerima Kredit berjanji dan mengikat atau Segera s e
untuk pertama kali diminta oleh Bank, untuk menye 1%
segala surat dan keterangan yang berhubungay 1.8
tagihan(2) yang dimaksud kepada bank. -

h. Penerima Kredit menjamin bahwa tagihan (2) Vans
cedeer dengan perjanjian ini adalah benar milﬂmm ;
dari sitaan oleh pihak manapun dan dalam apapyy |
tidak di jaminkan secara bagaimanapun kepada pihak
dan mengenai segala sesuatu sehubungan o,
tagihan(2) itu baik sekarang maupun dikemudiay ¢
Penerima Kredit menjamin bahwa Bank tida N
mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak |
yang menyatakan mempunyai hak atas tagihanm
sebut baik sebagai pemilik atau sebagai pemee
jaminan dan oleh karena itu Bank dibebaskan oleh
nerima Kredit dari segala tuntutan atau gugatan te
dan selanjutnya Penerima Kredit membebaskap 4
mengambil alih segala tanggung jawab dalam begt
apapun juga yang dipertanggung-jawabkan atau dibek
kan kepada Bank sebagai akibat tuntutan atay
tersebut.

i. Cessie yang dinyatakan dengan perjanjian ini dilakyt
dengan ketentuan bahwa setelah kredit yvang diberk
oleh Bank kepada Penerima Kredit berdasarkan perjan
ini telah dilunasi seluruhnya termasuk bunga, de
kelebihan tarik, bunga tunggakan dan segala biaya |
yang dibebankan oleh Bank kepada Penerima Kredit o
hak atas tagihan(2) tersebut dengan sendirinya berping
lagi dari Bank kepada Penerima Kredit.

j. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dan up
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjang
sehubungan dengan cessie tersebut di atas menjadi bet
Penerima Kredit.

5. Lain-ain

Bila dipandang perlu dan semata-mata berdasarkan pertimbang
Bank untuk menjamin dan pengamanan kepentingannya, B

bebas dan berhak menentukan macam dan cara pengikatan i
penguasaan jaminan yang lain dari macam atau cara pengika
atau penguasaan jaminan sebagaimana yang telah ditents
atau diperjanjikan dalam ayat 2 terdahulu dari pasal ini. J
Bank\berhak untuk meminta tambahan jaminan sampai m
capai nilai yang semata-mata berdasarkan pertimbangan B

T

LU
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o

qaiib mematuhinya [untuk -menugaskan- langsung -Kahtor
untan yang telah terdaftar dan telah mempunyai izin kerja
;ﬂmk melakukan pemeriksaan tersebut dan biaya untuk ity
genjadi beban Penerima Kredit.

patasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit

25).
penerima Kredit sebelum kredit ini lunas tidak diperkenankan
gnpa persetujuan tertulis dari bank untuk:

¢. Menerima kredit dari Bank lain atau pihak ketiga,

) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak
ketiga.

. Membuka cabang atau perwakilan baru,

d. Membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada.

.. Membubarkan perusahaan.

{ Meminta dinyatakan pailit.

¢ Merubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan,

i. Merubah Anggaran Dasar Perusahaan.

i Merubah susunan pengurus.

. Membagikan deviden perusahaan.

i Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga.

| Memindah-tangankan perusahaan dalam bentuk atau de-
ngan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga
kepada pihak ketiga.

Penerima Kredit harus terlebih dahulu memberitahukan seca-
r tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk menge-

uarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang
elah ada.

lneriksaan oleh Bank (Pasal 26).

k berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak
fyang ditunjuk atau disetujui oleh Bank dan Penerima Kredit
b mematuhinya untuk:

setiap waktu meminta keterangan yang diperlukan oleh Bank
epada Penerima Kredit tentang perusahaan Penerima Kredit.
setiap waktu menerima pembukuan Penerima Kredit.

setiap waktu memeriksa perusahaan Penerima Kredit,

Lmn&ngan Bank dalam rangka Pengawasan, Pengaman-
lan Penyelesaian Kredit (Pasal 27).

Dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelesaian
redit, Bank juga berhak untuk melarang atau membatasi tin-
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Syarat-syarat Penarikan Pertama (Pasal 21), 3
Kecuali ditentukan lain sebagaimana ternyata dalap™; ;
tambahan perjanjian ini, Penerima Kredit hanya dapat p,
kredit untuk pertama kalinya setelah dipenuhi Syarat‘a?%-

Bea Meterai Kredit sudah dilunasi.

Propisi kredit sudah dilunasi.

Premi asuransi barang(2) jaminan sudah dilunasi
Premi asuransi kredit sudah dilunasi.
Penyerahan surat(2) barang(2) jaminan sebagaimap,
ditentukan oleh Bank telah dipenuhi oleh Penerima
Pengikatan atau penguasaan jaminan sebagahnanam
tentukan oleh Bank telah selesai dilaksanakan,

Izin Tarik (Pasal 22).
Penerima Kredit setiap kali hanya boleh menarik kred
setinggi-tingginya sebesar yang ditentukan dalam ayat (15)p
1 perjanjian ini dengan ketentuan keseluruhan baki debet
melampaui maksimum kredit yang ditentukan dalam ayat

Pasal 2 perjanjian ini. |

Laporan Perkembangan Usaha (Pasal 23).
Penerima Kredit diwajibkan untuk menyerahkan secara beg
minimal sebulan sekali laporan mengenai perkembangan usa)
nya yang dibiayai dengan kredit ini dengan tidak mengury,
ketentuan bahwa Bank berhak sewaktu-waktu meminta lapot
tersebut dan Penerima Kredit wajib memenuhinya. ‘
Laporan dan Pemeriksaan Keuangan oleh Akuntan
(Pasal 24). '

1. Penerimaan Kredit setiap tahun diwajibkan untuk menyes
kan Neraca dan Daftar Rugi/Laba tahunan, dengan tidak
ngurangi ketentuan bahwa Bank berhak pula sewaktu-
meminta laporan tersebut dan Penerima Kredit wajib m

- Inuhinya,

2. Bank dapat mewajibkan Penerima Kredit dan Penerima
dit wajib mematuhinya agar Penerima Kredit men
Kantor Akuntan yang telah terdaftar dan telah mempy
izin kerja untuk melakukan pemeriksaan secara menyely
(full audit) atas keadaan keuangan perusahaan Pener
Kredit baik tahun (2) yang telah lampau maupun yang .seq
berjalan, dan segala biaya untuk keperluan ini menjadi b¢
Penerima Kredit. I|

3. Apabila dipandang perlu Bank berhak dan Penerima Kl:

S o
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dakan-tindakan Penerima Kredit selain dari tindakap.g.
annya yang ditentukan dalam Pasal 25 perjanjian inj e
2. Dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelag

kredit, Bank berhak atau dapat mewajibkan Penerima 5

dan Penerima Kredit wajib menerima atau melaksangl,. %

hal-hal sebagai berikut: ,

a. Menyerahkan tugas pengawasan, pengamanan dan i,

lesaian kredit kepada pihak ketiga. R

b. Menempatkan petugas Bank ditempat perusahaan PH

ma Kredit. R

¢. Menempatkan petugas(2) Bank atau orang(2) ditunit.®

tuk mewakili Bank untuk ikut dalam pengelolaan (

ment) perusahaan. ¢

d. Untuk mengadakan perjanjian dengan suatu Biro Koneuh.

atau Pihak Ketiga lainnya yang dianggap ahli oleh By

untuk melakukan pengawasan dan atau pemberian nayy

dan atau pengelolaan perusahaan. iy

3. Dalam rangka pengawasan, pengamanan dan Pﬁn}'&i&ﬁ

kredit, Bank juga berhak sewaktu-waktu mengambil tindaly
tindakan lain dalam bentuk apapun juga selain yang di

kan dalam ayat (2) pasal ini. X

4. Kecuali bila ditentukan lain oleh Bank, segala biaya sehuba

an dengan dan untuk pelaksanaan hal-hal yang tersebut daj

ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi beban Penerima Kre

dan Penerima Kredit wajib membayar segala biaya terseh

Hak Bank untuk secara sepihak mengakhiri jangkaf:]
kredit (Pasal 28). ui-
Menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Pay
perjanjian ini, Bank berhak secara sepihak dan sewaktuw
tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau menegor P_epﬂ
Kredit, untuk tidak mengizinkan atau menolak penarikan
penggunaan kredit lebih lanjut oleh Penerima Kredit danm
akhiri jangka waktu kredit ini apabila: 1

1. Penerima Kredit tidak atau belum mempergunakan kreﬁ
setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak saat berlakunya pm‘_j:li

L11.

2. Bunga tidak dibayar pada walktu dan dengan cara scbagzli
vang telah ditentukan, dalam hal ini lewatnya waktu sa
ngan tidak perlu diberikan tegoran terlebih dahulu. qp
Kredit telah memberikan bukti yang cukup bahwa Pent
Kredit telah melalaikan kewajibannya. ;

e N o L
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el

penerima Kredit semata-mata menurut pertimbangan Banit, ¢
;'ﬁdak atau belum cukup memenuhi ketentuan atau kewajiban-
oy menurut perjanjian ini.

pengurus perusahaan meninggal dunia, perusahaan pailit, tim-
i perpecahan dalam kepengurusan sebab apapun, timbul
engketa mengenai pemilikan perusahaan, Penerima Kredit
prena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan
genguasai kekayaannya, diletakkan sita atas barang-barang

g menjadi kredit ini juga bila usaha perusahaannya atau
pmjah kekayaannya mundur atau berkurang sedemikian rupa
ehingga atau karena hal-hal lain semata-mata menurut per-
gmbangan Bank Penerima Kredit dikuatirkan tidak dapat
membayar kembali kreditnya atau dikuatirkan Kredit akan
fipergunakan untuk tujuan lain dari pada yang telah ditentu-
kan.

penerima Kredit memberikan data(2) atau keterangan 2)
nng tidak benar sehubungan dengan perjanjian ini.

bat berakhirnya jangka waktu kredit (Pasal 29).

Terhitung mulai berakhirnya jangka waktu kredit ini, baik
frena berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana dimak-
wd dalam Pasal 4 perjanjian ini maupun karena hal-hal terse-
but pada Pasal 28 perjanjian ini, Bank tidak dapat diwajibkan
bgi menyediakan kredit untuk Penerima Kredit dan segala
htang Penerima Kredit yang timbul karena perjanjian inj
berikut segala biaya bank termasuk bunga, denda kelebihan
wik dan bunga tunggakan, baik yang telah ada pada saat
krakhirnya jangka waktu kredit ini maupun yang masih akan
fperhitungkan sampai saat dilunaskan seluruh baki debet

éeh Penerima Kredit, dapat ditagih seluruhnya dan dengan
ketika oleh Bank.

‘pabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit ini karena
ebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Bank
lenerima Kredit tidak menyelesaikan kreditnya sebagaimana
rrsebut pada ayat (1) Pasal ini, Bank berhak mengambil
adakan-tindakan hukum berupa apapun dengan cara apapun
ug dianggap baik atau diharuskan oleh ketentuan Bank

_ndlnnesia dan atau ketentuan Negara/Pemerintah yang
Xrlaku,
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Kewajiban Penerima Kredit untuk tunduk kepag, %
petunjuk dan peraturan Bank (Pasal 30). B |
Penerima Kredit wajib tunduk sepenuhnya kepad, , 4%
petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang Masijh A ™
ditetapkan kemudian oleh Bank sehubungan dengan Pembae X
Kredit in. =

Beban biaya-biaya lain (Pasal 31). i
Kecuali bila ditentukan lain oleh Bank, segala biay, laip ‘5.3
belum ditentukan dalam Pasal-pasal lain perjanjian inj te mie B
juga biaya-biaya petugas (2) Bank yang timbuy] sehubprey
dengan dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukap =
perjanjian ini, termasulk biaya-biaya untuk
Pengamanan dan penyelesaian kredit ini, menjadj FAN
Penerima Kredit wajib membayar segala biaya tersebut, i jed

e §
Pasal Tambahan .1
Atas pemberian kredit ini berlakuy pula ketenman-kete:nman dalan
pasal ini dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat Ketentu
ketentuan dalam pasal inj yang menyimpang atau bertepts
dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lain dari perjans |
kredit ini, baik penyimpang tersebut secara tegas maupun tig
Secara tegas dinyatakan dalam pasal ini, maka yang dianps
berlaku ialah ketentuan-ketentuan dalam pasal ini. p

Pasal Penutup _ e

1. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Bank dan Penerin
Kredit memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidg
berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri seba graiman
ditentukan dalam ayat (16) Pasal 1 perjanjian ini. it

2. Perjanjian ini ditanda tangani ditempat dan pada tangp

tersebut pada ayat (1) Pasal 1 perjanjian ini, At

3. Perjanjian ini mulaj berlaku sejaktanggal ditandatangs iy
Penerima Kredit, Bank, i
Ceantnatataien. ) i s ’
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LAMPIRAN 11
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

)] Bl O S S T
Lembar Pertama / Kedua

Pieda hariini, o tanggal ( )
balan 1 e I (
L BT T T T e T
nng dengan/berdasarkan Surat Keputusan ...
o RPN ORRPPRPRPOOR £ 1,1 .11

’ QOMET" i et e diangkat/bertindak sebagai
 fephat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT yang dimaksud dalam
pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan

| (ndang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

|
'~ penda-Benda Yang Berkaltan Dengan Tanah ( untuk selanjutnyy disebut Undang-
| Lodang Hak Tanggungan ), dengan daera kerpa ... . ...~~~
S0 DRERANLORIAL 1isiisisimes s cirmrmromsrd _
| ¥ iew T rErEEEEES 14 T
| dengan dihadirl oleh saksi - saksi yang saya kenal dan akan disehut prada hagian akhir
| akta ini: - - - - e
I
R TR e T e e S T ko, A
e T T T e P N g 0 e
I T TR R O L 6 RS
| ...............................................................................................................
T ... . e e —

...........................................................................................................

................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................
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4| Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang
ngkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak
gagai PeMEGAng Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. —

para Pihak yang saya kenal/diperkenalkan pada saya, menerangkan : ——

g olell Pihak Kedua dan ...

asku Debitor, telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian utang-piutang yang

L phoktikan dengan @ ——————— . e
o akid
1unggal
nomaor ot s
dibuat di imdnpan I AP ke Bt At o L A Lt

.........................................................................................................

yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya ;

+ akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, tanggal ..o

yang .h[uwa diperlihatkan kepada saya ;

kiwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah —— e

...................................................................................................................... )/ sejumlah
usg yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-
puitang tersebut diatas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta
rmbaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah
N2i TANGEUNGANSEHESAT RP. wvvcciivissssiinmsssmssssssntssesissmmssssnsssesssmmsessmsessssessossssseesns

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk keper,
Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tinggﬁ
vang diatur dalam Undang Undang Hak Tanggungan dan peraturan.pey,
pelaksansannyd, SEHREILKE. . o (o i

atas obyek/obyek-obyek berupa ;

Ur

——

i L ) Hak atas tanah /Hak Milik Atas Saluanp R"ﬂuh l
Susun yang diuraikan di bawah ini ;e

& HRE . oo e SEEPHCHT NOIOL 2

RO AT AL RS EINR . e. v v eoreeinterecmesreeesfeeeesssreesmeerenssss N

Huk Milik Atas Satuan Rumah Susun, Sertipikat Nomor -«

TR T UL T T 10 | e e U St =
.

yang letak, batas-batas dan |uas tunahnya diuraikan dalam Sury
Ukur/Gambar Situasi/ Gambar Denah tanggal ...,

L E T R AL B A A L

yang diperoleh oleh Pihak Pertamu herdasarkan : - Pt
.................................................................................................... 3
....... |
Sertipikat tersebut diserahkan kepadasaya untuk keperluan pendafann |
peralihan hak atas tanah dan pendaftaran Hak Tanggungan yang
diberikan dengan akta ini | -

«  Bekas Hak Milik Adat atas tanah seluas lehih KUFADE ..occrmrimnioies @'
(. TN SRR W, o W o AN B FR . I
........................................................ meter persegi), terletak di : ———
Dess/Ralurahen. "N,  nl Nl i e i SR
Kecamatan S Ve ST S AR I o) S AT
Kabipaten ) Kot S M BRY RIS i wnt sy .
'ropinsi ot VN Pl
dengan batas-batas :

SRR L et o oniSh s oS stp eas s
- Timur
- Selatan
- Parat S ——— Sy IS S R S W ot TR0
i
AKTA
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A

berdasarkan alat“alat bukti berapa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagal miliknya, selanjutnys alat
alat buktitersebut diserahkan kepada saya untuk keperluan pendaftaran
tanahnya dan pendaftaran Hak Tanggungan tersebut di atas.

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga ; ~————-mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wkselanjutnya hak atas tanah / Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan benda-
pda lain tersebut di atas disebut sebagai obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak

buma dinyatakan sebagai miliknya,

Para pihak dalam kedudukannya sebagalmana tersebut diatas menerangkan,
piva pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan

patuan-ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1

Pihak 'ertama menjamin bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut di
14 betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari

fan dan bebas pula darl beban-beban apapun.

K



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- ; Pasal 2

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertamg dan g,
oleh Pihak Kedua dengan fanji-janji yang disepakati olek kedua belah pihak sebagy
diuraikan di bawal ini : - . Uy

*  Debitordapat melakukar pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggy
di atas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing.m
hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan Yang aiy,
disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan d:.\ri Hak Tﬂnggu :
tersebut, schingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani Sis2 obyyy |
Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunas; ]

.................................................................................................

* Dalamhalobyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggunga
membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunas
utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yiy
besarnya sama dengan nilal masing-masing hak atas tanal tersebut, yang akae
dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan it
hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utigy
yang belum dilunasi, Nilai masing - masing hak atas tanah tersebut 2ku
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Piha!
Kedua ; s —

AKTA
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*};‘3.“

pihak Pertama titak akar menyewakan Kepadd piitak lainobyek Hak Tanggungan
unpd persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk
penentukan atay mengubal Jangka waktu sewa dan/ atau menerima uang
ewa di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan j mm—— -

pihzk pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atay tata
| susunan  obyek Hak Tanggunpan, termasuk mengubah sifat dan tujuan
gegunaannya baik selurubinya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis
jerlebih dahulu dari Pihak Kedua ; -

- Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak
pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk itu kuasa, urituk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan
penctapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak
obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan ; —oeeoeeee -

Jika Debitor idak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan
perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertuma, Pihak Kedua
selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta inji diberi
dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : - -~

1 menjual atau suruh menjual dj hadapan umum secara lelang obyek Hak
Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

b mengatur dan menetapkan waktu, tempat, carza dun syarat-syarat
penjualan ; -

¢ menerima uang penjualan, menanda tangani dan menyerahkan kwitansi ;-
¢ menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ; —-

¢ mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnys atay sebagian untuk
melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan

I melakukan hal-hal lain yang menurut Undang - Undang dun peraturan
hukum yang berlaku- diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua
perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut, —~-—— e

rd
b
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Pihak Kedua sebagal pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obveg
Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebup
dengdn persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan

walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak T
Pertama ; . - e

HF

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak p
tidak akan melepaskan haknyaatasobyek Hak Tanggungan atay meng:lmhn“
secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga ; Bt

Dalam hal ohyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama gy,
dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertamg gy
obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini olep PMhay
Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenaagan, dan untuk ity by
untuk menuntut atay menagih dan menerima vang ganti rugi dan/atzy

sesuatu yang Karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak

lainnya, untuk itu menanda tangani dan menyerahkan tanda penérimunm‘
dan me[nkuk:q tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang
baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau Sehagian wang
ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya —

Pihak Pertama akan mengasuransikan obyek Hak Tanggungan terhadyy
bahaya - bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu o
Pihak Kedua dengan syarat - syarat untuk suatu jumlah pertanggungn
yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahazn asuransi yay
ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ‘ketentuan surat polis asuransi ying
bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama atn
membayar prem| pada waktu dan sebagaimana mestinyz; Dalam hal terpé
kerugian karena kehakaran atau malapetaka lzin atas obvek Hak Tangguogs
Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangm
dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang gasy
kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan uianp Debitor; ~—

Pihak kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangt
dan untuk itu diberi kuasa atas biaya Pihak Pertama, melakukan tigdakan yauy
diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan obyd
Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi aue
untuk mencegzh menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas obyd

AKTA
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iak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan
Undung-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka wakiy
dun pembaruan hak atas tanah yang menjadi obyek Iak Tanggungan ; ——

. Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuusaannya untuk menjual obyek Hak
Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang
berkepentingan untuk mélihat obyek HakTanggungan yang hersangkutan pada
wuktu yang ditentukan. oleh Pihak Kedus dan segera mengosongkan atau
surub mengosongkan dan menyerahkan obyck Ilak Tanggungan tersebut
kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agirsainniutnya
dapat menggunakan dalam arti kata yang sefuus-luasnya ; ————-eo_

Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggunpun
akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan
dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak - haknya sebagui
pemegang Hak Tanggungan dan untuk e Pihak Pertama dengan ukta inl
memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersehut
dari Kuntor Pertanahan seteluh Hak Tanggunean ini didafar B ——

.....................................................................................................

.............................................................
..................................................................
.......................................................................................
...............................

.................................

T
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...............................................................................................

...............................................................................................

e T e S e R s T T P NP

B it o o T R TR X N, S

PV S G e TR AN o SRR

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................

........................................................

.....................................................................

.................................................................................

=== Pasal 3, o

Untuk melaksanakan Janji-janji dun ketentuan-ketentuan sebagajmany
tiuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertamna dengan akta ini memberi kuasa kepads
Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejaby
pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menanda langani
formulic/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta memhayar
semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segaly
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janjl dan ketentuag.
ketentuan tersebut, — —

e i LT AR e

Para pihak dalam hal-ha mengenal Hak Tanggungan :erst;buj dl atas
dengan segala akibatnya memilih domislj o B L o o

.............................................................................................................................................

10
AKTA
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e - Pasal 5 -

Biaya pembuatan akta inj, uang saksi din segala biaya mengenai
wmbehanan Hak Tanggungan tersebut di atas SR OIel
|

Akhiraya hadir juga di hadapan sava, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
vng santa dan akan disebutkan pada akhir akta inj ; —-—eeeeeee . —

...........................................................................................................
.............................................................

..........................................................................

ang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikun di atus dun menvetujui
emberian Hak Tangpungan dalam akta ini et et et ces s amte st e

Demikianlah akta ini dibuat di hadapun pary pihak dan < oo —

sehagal saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertumy dan Pihak Kedua
tersebut di atas, aka inf ditanda tangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, pary
saksi dan saya-Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebanyak 2 (dua) lembar in originall,
satu lembar disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ...~~~

W
Ty
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untuk keperfuan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan ' .

Pihak Pertama Pihak Kedua -

T R . it S necdbhani s s v B¢

Saksi Saksl

Pejabat Pembuat Akta Tanah

LI
AKTA T
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' SURAT KUASA LAMPIRAN 11

MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

NOMOL | o, o L= T o

aﬁadapnn BT Ty < orascevpenes s tramaines s ot bR ST s el s bi e e s reei s
o fe0530 /berdasarkan Surat KEPULUSAn ............oo..vocoeoooseicceecoreiosoons oo seeesssscsenns
oMY o s s S e R e ot il s T e

diangkat/bertindak sebagai Pejzb.nt Pembuat Akta
i FNOLRTIS, Qenoan desraR el . e

;;};mtﬂr ! [ RRRINO R o A S  we LN BT,
wgin dihadirl oleh saksi - saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian
A 1kia ini -

..............................................................................................................

.......................................................................................................

..........................................................................................................

................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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sebagai pemilik ...
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selanjutnya disebut Pemberi Kuasa,

--11.-..-.-1----|n-..-.---||..--u..--.-..,+.1.,.

-

——

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini member kuasa kepada - —

TR
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selanjutnya discbut Penerima Kuasa,

SKMHUT 2
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o

e EHUSUS

...........................................................................................................

...........................................................................................................
....

éﬁ'{s‘._ﬁ"uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian
ung-piutang yang ditanda tangani oleh Debitor/ Pemberi Kuasa dengan ............

.......................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...........................................................................................................................................

..........................................................................................................

u:{g surat asli / salinan resminya diperlihatkan kepada saya dan penambahan,
prubahan, perpanjangan serta pembaruannya yang mungkin diadakan kemudian,
gmpal sejumlah Nilai Tanggungan sebesar RP. ..o

.................................................................................................................

iss obyek Hak Tanggungan berupa e
......... [oemeriinamsnmrmsrmsmesenaene ) Hak atastanah /Hak Milik AtasSatuan Kumah Susun

nag diuraikan di bawah ini ;

RRK. oisieisiomsimisisismmsbiiissiisiiision SELUIDEKSE  NODOT iiiomes Livesois
DL R LR E RS DTN ..o cacrnainrnnsanrmsar e usatiims st e et s v SO TR RS R e Ve e Sae

.................................................................................................................

* Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, SertiplKat NOMOT ........comronrsiisnennens L
................................................ terdaftar atas nama ............cc......

WMHT 3
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'yang letak, batas - batas dan luas tanghnya diurzikan dalam Surat yy
Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal ...

ROMIOL ciiorersassississsanassossissaisssmnassironapsarssssiisarsssasasantsose
yang diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan :

w!‘?f-.

e

...................................................................................................
........

Sertipikat tersebut diperlihatkan kepada saya untuk keperluan pembugyyy
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini ; e

. Bekas Hak Milik Adat Atas tanah seluas lebih kurang .......coemnersnnrnnns, !

SEMNT

..................................................... meter persegl ), terletak dl : —ounuuo__

LR LT T
Lrr—

Desa/ Kelurahan S BRI e e
Kecamatan e RN 2 L 0 i AR
Kabupaten/KOIEMABYR 1 ucititsmmimssbirssnsstiossinenssssssinstarsisssussests sissrintacssie
Propinsi E
dengan batas-batas ! —
Utara

Timur

Selatan

Barat

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

snabarnmng

yang diperlihatkan kepada saya untuk keperluan pembuatan Surat Kuasz |

Membebankan Hak Tanggungan ini, dan oleh Pemberi Kuasa dinyatakan
sebapgal MILKNYR. i s e

Obyek Hak Tanggungan Ini meliputi pula :

.................................................................................................................................

......................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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et

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk
gghadap dimana perly,. memberikan keterangan - keterangan serta
perllharkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat / minta
puztkan serta menanda tangani Aktz Pemberian Hak Tanggungan serta surat -
grat l2in yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa obyek
gt Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa,
ehas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan
put, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta
pﬁﬁ'jm“ yang disetujui .oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak
noggungan tersebut, sebagai berikut:

. Janji bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara
angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang
merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan disebut di bawah ini,
dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian
Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa nbyek Hak Tanggungan untuk
menjamin sisa utang yang belum dilunali ;

MEc) AL LT T O S R WS SO SR AP S 3

RO R TR RS - 2 B SRR ST B R SR :
o YR R AT ERRDY . v v nbessssstisssass sams baitrasmmpymssmss o biapy SAbmmmmtbtas s 44 sowmtens
SenpRn B R i T R e i isiiiad Sk ki s
{ el FN S 0 A kA Rk 8 A LI 1 o B S AR A ek w0 T S Bl el 5l s i
.................................................................. i)

» Qliyek HAK TARBRODEAN. i....oorsrpmsprrisibmsmirarsirmrmis s tuappssemesssasssssasiopsssssaspassrpesassss

SN ERES B R I sviorovisss iasfiianiipres asossiss st abisrons Moo Eblk . dibs i e s i ol

+ Janji bahwa dalam hal obyek Hak Tanggungan kemud an dipecah sehingpa
Hak Tanggungan membebani beberapa hak atastanah, Debitor dapat melakukan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilal masing - masing hak atastanah tersebut,
yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak
Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin
sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing- masing hak atastanah tersebut
akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan
Pihak Kedua ;

hMHT 5
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*  Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk Menyey
obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangk; waky
sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan Persetujy,

tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tzngguugan:—-———-——_________‘

R———pe

*  Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengy
bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan Persetujug,
tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan ; s

* Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak TE"&aUngin
untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan ey,
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggunm
apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji ; ——

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untyg
menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal it diperlukan untuk
pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya ggy,
dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karens tidak
dipenuhl atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangaq
untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/aig,
memperbarui Hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan .

* Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidery

janji ; dinl

* Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek
Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan ; ————__

* Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas
obyck Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang
Hak Tanggungan ; b

= Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atay
sebagian dari gantl rugl yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya
oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan
umum ; - - —

* Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atay
sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan ; ——

* Janji bahwa pember! Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan ;

. Jnnjib:hwaﬁertipikzthakatmanzhyzng:elnhdibubuhlcntmnpemb&hanan
Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan Pemegang Hak
Tanggungan ;

SKMHT L
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."”j';n;i-janjl lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak
Tanggungan dan peraturan lain yang berlaku.

4o untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan
guda pemegang Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

, Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab
pun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak
|ggungan sulambat—lambamya Tl SR o N NGB

th } serta pendannrannya atau karena tanggn! tersehur u_-lnh
Jmmp.lul mnpa dllaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
pg sama dan akan disebutkan pada akhir akta ni:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................

ng muuuan;,kan telah mcngctahui 1pa yang diuraikan di aus J.m
snyetujui kuasa yang diberikan dalum ak1a ini. -ses-seeseees e

Para Penghadap dikenal oleh saya/diperkenalkan kepada saya, —-—- -

Demiklanlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan :

cigal saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
|naran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
nebut di atas, akta inl ditanda tangani berturut-turut oleh Pemberi Kuasa, Penerima
w3, para saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebanyak ..............
....................... ) lembar in originall, satu lembar disimpan di kantor saya, sedang
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lembar lainnya disampalkan kepada Penerima Kuasa untuk dipergunakaq v
dasar penanda tanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang h'mﬂﬂgkutu

Pemberi Kuasa Penérima Kuasa
{ s 8 { il
{ Y
TN R T el N
(. W . S, W )
Saksl Saksi
( ) (... }

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

SEMHT
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EAMPIRAN IV

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SERTIPIKAT
HAK TANGGUNGAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

....................................................

e (LTI T TTIT]
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BADAN PERTANAHAN NASIONA],
| |
-
|
BUKU TANAH
HAK TANGGUNGAN |

MNomor;

PROPINSI :
KABUPATEN/KOTAMADYA:

.........................................................

KANTOR PERTANAHAN DAFTAR ISIAN 208
KABUPATEN/KOTAMADYA ;- - R R -
DAFTAR ISIAN 307
.................................................... e, Tl I ) 1

EENECEEOEEOEOEEREE
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b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini:

o Tanggungan ini diberikan untuk men_;a.mm pelunasan piutang hingga sejumlah: ......,
sy GG e S AR R L ORI L L e i )
ld'.--_
OBYEK HAK TANGGUNGAN INI
——
Jenis dan Nomor Hak Benda-benda lain
=1

Jmgen syaral-syaral seperti tertera dalam akia Pejabat Pembuat Akta Tanah

ey R PO sy

mg saJ mannyu m:mpakﬂn bnglan Si:mplkat Hak Tanggungan ini.

TANGGAL DIBUKUKAN

....................................................

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

.........................................

B)

~ TANGGAL PENERBITAN
SERTIPIKAT

----------------------------------------------------------------

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

.........................................
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PENDAFTARANPERUBAHAN

ﬁRUBAHﬁN

Tanggal Pendaftaran
Na. Daftar [sian 208
No. Daftar Isian 307

Keterangan Mengenai Perubahan
Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor
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PENDAFTARAN PERUBAHAN

SEBAB PERUBAHAN Tanggal Pendaftaran | Keterangan Mengeny)
No. Daftar Isian 208 |  Tanda tangan Kepy, x
No. Daftar Isian 307 dan Cap Kanyyy

............................................. SN

|
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o L JEE UPT Pernustakann

......................................................... o o e A UMIU{S”RSJM

..........................................................

........................................................

........................................................



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

